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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari sistem demokrasi lokal yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah, seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, yang akan menjalankan pemerintahan ditingkat provinsi, kabupaten, atau kota.
Pilkada 2024 menjadi momen penting dalam memilih Gubernur dan Wali Kota di Sumatra Utara. Namun, terdapat kecenderungan rendahnya partisipasi pemilih pemula, yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses pemilu, kurangnya sosialisasi, dan minimnya akses informasi yang tepat sasaran bagi pemilih pemula. Masih banyak rakyat yang kurang menaruh apresiasi atau minat mereka terhadap kegiatan pemilu ini. Umumnya sikap kelompok rakyat yang tidak berpartisipasi dalam pemilu ini disebut dengan sikap golongan putih (golput).
Pilkada merupakan sarana strategis bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan setempat. Oleh karena itu, penyelenggara Pilkada harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Pilkada dan peraturan pelaksanaannya.


Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan pemilih serta memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan pemilu (Gorantokan, 2018) Oleh 
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karena itu, terdapat berbagai persoalan yang ditemui KPPS dalam menjalankan tugas seperti masalah sumber daya manusia, jam kerja, informasi, pelatihan, bahkan pembagian tugas yang tidak professional yang dimana pembagian tugas yang tidak profesional tersebut akan menjadi hambatan bagi kesuksesan Pemilu bahkan memicu terjadinya malapraktik dan irregularitas (Budiardjo, 2008).
Terkait kapasitas KPPS yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran administrasi dan teknis pada pemungutan dan penghitungan suara, menurut Eduard Ola Bebe Gorantokan (2018) terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan KPPS. Sedangkan menurut Andrie Susanto (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kesalahan akibat ketidak sesuaian beban kerja dengan kemampuan yang dimiliki atau ketidakmampuan KPPS dalam menjalankan tugasnya serta kesalahan yang sengaja dilakukan oleh KPPS di TPS sebagai bentuk kecurangan. 
pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Kedua, pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya. Ketiga, pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti. Keempat, pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat. Kelima, Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.
Pengaruh partisipasi politik pemilih pemula sangat penting dan signifikan pada pemilu dan sudah disadari oleh partai politik peserta pemilu atau pilkada dan para calon kandidatnya. Menurut Sitepu (2012) partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga Negara baik secara langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Herbert Meclosky dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2013) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Di Indonesia, pemilih pemula sering kali terdiri dari generasi muda yang memiliki pandangan dan aspirasi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka adalah agen perubahan yang dapat membawa perspektif baru dalam proses politik. Namun, rendahnya kesadaran politik di kalangan pemilih pemula sering kali menjadi tantangan. Di satu sisi medsos bermanfaat sebagai medium bertukar informasi dan berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh secara lebih intensif, tetapi di sisi lain juga menampakkan sisi negatif yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sisi negatif tersebut adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks. Banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya suara mereka, serta hak dan kewajiban sebagai pemilih. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik, akses informasi yang terbatas, dan pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung. Analisis situasi tentang partisipasi pemilih pemula dalam pesta demokrasi memerlukan pemahaman tentang konteks sosial, politik, dan psikologis yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam pemilu. Pemilih pemula, yang umumnya berusia antara 17 hingga 21 tahun, adalah kelompok yang baru pertama kali memiliki hak suara dan berperan penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Partisipasi pemilih pemula dalam pesta demokrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pendidikan, pengaruh media sosial, hingga pengalaman politik mereka. Dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok pemilih ini, melalui pendidikan Politik yang lebih baik dan kampanye yang lebih relevan, dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu dan memperkuat demokrasi itu sendiri. Penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan partai politik untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan politik yang aktif di kalangan pemilih pemula.
Berbeda dengan Muhammad Nuh Ismanu (2019) bahwa adanya hubungan klientelisme antara tokoh masyarakat atau RT/RW dengan KPPS menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti kecurangan Pilkada dengan cara merubah hasil pencoblosan surat suara atau penghitungan perolehan suara sehingga menguntungkan pihak tertentu. Sementara Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015) mengemukakan bahwa pelanggaran yang sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu rentan terjadi kesalahan oleh penyelenggara ad hoc khususnya KPPS disebabkan oleh hubungan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan partai, calon, dan pemilih pendukung partai pada proses pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS.
Pilkada menjadi momen penting karena menentukan arah pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Dalam pelaksanaannya, berbagai pihak terlibat untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan Pilkada adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memiliki tanggung jawab langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) keberhasilan Pilkada sangat dipengaruhi oleh kinerja KPPS yang melaksanakan tugas teknis, administratif, dan pelayanan kepada pemilih.

Di balik berhasilnya sebuah Pilkada terdapat peran penting penyelenggara salah satunya adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS berperan sebagai pelaksana teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertugas memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara tertib, sesuai prosedur, dan transparan. Kinerja KPPS sangat menentukan kelancaran jalannya Pilkada terutama dalam hal pelayanan terhadap pemilih, penanganan logistic, dan pengamanan  hasil  Penghitungan  suara.  Meski demikian, pelaksanaan tugas KPPS kerap menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja.
Pelaksanaan Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai kendala yang dihadapi KPPS, seperti kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan waktu untuk persiapan, hingga tekanan dari peserta Pilkada atau pihak-pihak tertentu.
Kendala-kendala ini dapat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Khususnya di Tegal Sari Mandala 3.
Ada beberapa sistem pondasi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di lingukungan 13 antara lain yaitu
1. Landasan Hukum Pembentukan KPPS
KPPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III, pembentukan KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di bawah koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
2. Struktur dan Komposisi KPPS
Setiap TPS memiliki satu kelompok KPPS yang terdiri atas tujuh anggota, termasuk satu ketua. Di Lingkungan 13, struktur KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS aktif yang tersebar. Perekrutan anggota KPPS dilakukan melalui seleksi terbuka yang mengacu pada kriteria integritas, kapasitas, dan rekam jejak warga yang mendaftar.
3. Mekanisme Rekrutmen dan Pelatihan KPPS
Rekrutmen dilakukan secara transparan oleh PPS. Calon anggota KPPS mengikuti serangkaian seleksi administratif dan wawancara. Setelah terpilih, mereka mendapatkan pelatihan dari KPU Kota Medan mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara, serta prosedur administrasi lainnya.
4. Tugas dan Fungsi KPPS
KPPS bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing. Di Lingkungan 13, KPPS juga berperan dalam menjaga netralitas proses pemilu dan memastikan partisipasi pemilih berjalan optimal.
5. Sistem Koordinasi dan Pelaporan
KPPS di Lingkungan 13 berkoordinasi langsung dengan PPS dan PPK melalui laporan hasil penghitungan suara dan berita acara lainnya. Proses pelaporan ini dilakukan secara manual dan digital sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Melihat peran strategis KPPS dalam menentukan keberhasilan Pilkada, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam proses pemungutan suara, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Dengan demikian Pilkada dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Mengingat KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga berwenang yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan melakukan upaya seperti yang disebutkan diatas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, sebab itu efektivitas KPU sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pilkada. KPU mengemukakan bahwa ada sekitar 428.799 pemilih pemula yang akan memilih di pilkada nanti yang di sebut sebagai pemilih baru. Pemilih pemula merupakan bagian dari pemilih muda yang dimana pemilih nantinya ikut memilih pada 27 November 2024 tersebut merupakan pemilih yang berusia 17 tahun. Pemilih pemula pertama kali akan berpastisipasi di dalam pemilihan umum untuk memainkan peran yang signifikan dalam menggerakan politik yang ada di Indonesia. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat pulalah menjadi unsur utama dalam membentuk sebuah Negara. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Suksesi kepemimpinan sangat diperlukan, untuk menumbuhkan berbagai gagasan baru yang lebih baik, bahkan melalui pemilu kita dapat mengeliminasi para pemimpin yang dirasa tidak dapat mengerjakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya dengan cukup baik. Pemilu menjadi salah satu dari berbagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Mereka sebagai pemilih pemula sering kali kurang memahami proses politik dan cendrung di pengaruhi oleh teman sebaya dan keluarga mereka dan hal ini memungkinkan partai politik untuk memanipulasi suara merka untuk kepentingan politik tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini berfokus pada “Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja KPPS memenuhi standar operasional yang ditetapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja KPPS di masa mendatang. 

[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc189651942][bookmark: _Toc199792012]1.2 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah adalah langkah awal dalam penelitian yang bertujuan untuk mengenali dsn menguraikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek yang di teliti. Proses ini penting agar peneliti dapat memahami situasi secara menyeluruh sebelum merumuskan masalah utama yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, objek yang menjadi perhatian adalah Kinerja Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama pelaksanaan Pilkada tahun 2024.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berikut :
1. Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi KPPS
2. Keterbatasan pelatihan dan pembinaa pelatihan yang diberikan kepada anggota KPPS
3. Tekanan dan beban kerja KPPS


[bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc189651943][bookmark: _Toc199792013]1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah merupaan penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian agar prmbahasan lrbih terarah, tidak melebar, dan tetap fokus pada tujuan utama. Dalam penelitian ini, batasan masalah diperlukan untuk memperjelas aspek-aspek mana saja yang akan dikaji berkaitan dengan kinerja KPPS, mengingat luasnya aspek pemilu dan banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggara Pilkada.
Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk membatasi ruang lingkup permasaahannya. Hal ini dimaksud agar masalah yang akan diteliti dapat terjangkau sesuai dengan kemampuan penulis serta menjadi lebih terarah dan teratur. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :
a. Penelitian dilakukan pada tahapan Pilkada, 2024 mencakup persiapan pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara.
b. Subjek penelitian ini dibatasi pada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS lingkungan 13.
c. Penelitian ini menganalisis kinerja KPPS berdasarkan dua dimensi yaitu, efisiensi dan efektivitas,
d. Penelitian ini	menggunakan	metode	deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui angket, dan observasi.

[bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc189651944][bookmark: _Toc199792014]1.4 Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai arah dan fokus utama dalam proses pengumpulan serta analisis data. Dalam konteks penelitian ini, rumusan masalah disusun berdasarkan latar belakang yang telah menguraikan pentingnya peran KPPS dalam kesuksesan penyelenggara Pilkada. Mengingat KPPS adalah pelaksana teknis langsung di t
Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka evaluasi terhadap kinerja mereka menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam.
Dengan mempertimbangkan batasan masalah tersebut, rumusan masalah yang sesuai dalam penelitian ini adalah :
“Apa saja kendala yang dihadapi oleh KPPS dilingkungan 13 selama pelaksanaan proses pemungutan suara pada Pilkada 2024 ?”

[bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc189651945][bookmark: _Toc199792015]1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah dan menjadi arah dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana Kinerja Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan Pilkada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberika masukan dan rekomendasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang.
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota KPPS di lingkungan 13, kelurahan tegal sari mandala 3, terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam Pilkada 2024.
2. [bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc189651946]Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2024 di lingkungan 13.

[bookmark: _Toc199792016]1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini disusun dengan harapan memiliki kegunaan baik secara teoritis, praktis dan social. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
a. Teoritis
Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam studi administrasi public dan manjemen penyelenggaraan pilkada. Penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang teori-teori terkait kinerja KPPS. Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi penelitian-penelitian yang lebih mendalam di masa depan tentang penyelenggara pilkada di daerah lain.
b. Praktis
1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu
Dapat membantu KPU dan Bawaslu dalam memperbaiki sistem pelatihan dan koordinasi antara KPPS dengan penyelenggara lainnya, sehingga meningkatkan efektivitas tugas KPPS dalam memastikan kelancaran proses pemungutan suara.


2. Bagi KPPS
Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran dan tugas KPPS dalam pelaksanaan pilkada, serta pentingnya pelatihan yang efektif dan pengelolaan waktu yang baik.
3. Sosial
[bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc189651947]Dengan meningkatkan kinerja KPPS masyarakat akan lebih yakin bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan tidak ada ketikdakpuasan terkait kinerja KPPS, maka potensi konflik sosial atau protes yang bisa muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil pilkada dapat diminimalisir. Dan dengan mengetahui tantangan yang dihadapi oleh KPPS, masyarkat dapat lebih menghargai proses pilkada dan turut berpartisifasi aktif dalam mendukung kelancaran proses demokrasi.
Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran KPPS dalam menjamin terselanggaranya Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana pengembangan wawasan ilmiah, keterampilan analisis, serta bentuk kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

[bookmark: _Toc199792017]1.7 Anggapan Dasar
Menurut Arikunto, Suharsimi (2013:63) mengemukakan bahwa “anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti di dalam melaksanakan penelitiannya’’
Anggapan dasar merupakan asumsi atau landasan berpikir yang diyakini kebenarannya oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Anggapan ini menjadi pijakan awal dalam merumuskan masalah dan menyusun kerangka penelitian. Dalam penelitian ini, anggapan dasar yang digunakan adalah bahwa keberhasilan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada sangat bergantung pada Kinerja Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
[bookmark: _bookmark10]Selain itu, penelitian menganggap bahwa setiap anggota KPPS telah mendapatkan pelatihan dan pembekalan sesuai prosedur yang ditetapkan KPU, serta memiliki pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi hambatan atau ketidak efektifan dalam pelaksanaan tugas, maka hal tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dari aspek kemampuan, koordinasi, atau dukungan yang tersedia selama penyelenggara Pilkada berlangsung. Jadi dari penelitian diatas maka peneliti merumuskan anggapan dasar dalam penelitian ini iyalah KPPS adalah ujung tombak penyelenggara pilkada ditingkat tempat pemungutan suara (TPS). K inerja KPPS yang baik akan berkontabusi pada keberhasilan penyelenggara secara umum. Kinerja yang professional dan tranparan dari KPPS meningkatkan kepercayaan masyarakat begitu juga sebaliknya kinerja yang buruk dapat memicu ketidakpuasan dan konflik.
